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Seller's Responsibility for Defects in Unexpired Cosmetic Products: A Review of 

Consumer Protection Law 

Tanggung Jawab Penjual terhadap Kecacatan Produk Kosmetik yang Belum 

Kadaluarsa: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen 

 

I. Pendahuluan  

Produk kosmetik yang mengalami kecacatan terjadi akibat bahan baku buruk maupun proses 

produksi. Kecacatan tersebut dapat mempengaruhi kualitas serta kegunaannya, meskipun belum 

melewati tanggal kadaluarsa.[1] Masih banyak para penjual yang kurang memperhatikan produk 

kosmetik yang akan dijual. Sehingga, banyak para konsumen yang terkena dampaknya. Hal itu 

menyebabkan keresahan terhadap konsumen yang ingin membeli produk tersebut.[2] 

 

Kecacatan kosmetik yang belum kadaluarsa dapat menyebabkan iritasi bahkan kerusakan pada kulit. 

Konsumen mendapatkan dampak yang buruk terhadap kecacatan produk yang belum kadaluarsa. 

[3]Para konsumen bisa melaporkan ke penjual apabila mendapatkan kecacatan pada produk. Maka 

dari itu, para penjual harus bertanggung jawab dalam mengatasi kasus tersebut. 

  

Produk yang rusak ialah produk yang tidak memenuhi syarat atau mengalami kerusakan pada proses 

produksi. Produk harus diganti apabila rusak ketika pengiriman baik sengaja maupun tidak sengaja. 

[4]Penjual harus bertanggung jawab dengan produk yang dijual bagaimanapun kondisnya.  Para 

konsumen juga mempunyai hak untuk meminta ganti rugi apabila produk tersebut mengalami 

kecacatan.[5] 

 

Mengikuti perkembangan zaman, banyak perempuan yang ingin berpenampilan menarik dan cantik. 

Keadaan ini dapat dimanfaatkan penjual untuk menciptakan berbagai produk kosmetik. 

[6]Konsumen terkadang kurang teliti dalam memilih produk kosmetik dari kualitas, jenis maupun 

kecacatannya. Kurangnya teliti konsumen dalam memilih produk dapat menimbulkan efek samping 

yang merugikan. 

Terdapat penelitian terdahulu, salah satunya membahas tanggung jawab penjual produk kepada 

konsumen. [7]Penjual Produk kosmetik tanpa label masih banyak ditemukan dikalangan 

masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan 

Konsumen. [8]Penjual harus mengganti kerugian tersebut berupa fisik maupun materi, apabila 

konsumen banyak yang dirugikan. Sedangkan, dipenelitian ini mengkaji tentang perlindungan 

konsumen terhadap kecacatan produk yang belum kadaluarsa.  

Rumusan masalah : Perlindungan konsumen terhadap kecacatan produk kosmetik yang belum 

kadaluarsa 

Pertanyaan penelitian: Bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen yang mendapatkan produk 

kosmetik cacat yang belum kadaluarsa, sedangkan sulit menuntut pada toko yang menjualnya ? 

 

 



Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 https://sdgs.un.org/goals/goal12 

 

II. Metode 

Penelitian saya ini yakni penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. 

Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang No.8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2014 Tentang 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2019 Tentang Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan yang berupa 

data sekunder dengan mengumpulkan dari beberapa sumber yaitu meliputi buku, jurnal, dan artikel 

ilmiah. 

 

III. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.  

No. Tahap dan Kegiatan Penelitian 
Waktu (Bulan) 

1 2 3 4 5 6 

1. Persiapan Menyusun Proposal            

2. Pengumpulan Data   
 

        

 Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder 
          

3. Pengolahan dan Analisis Data         

4. Penyusunan Laporan         

5. Dan Lain-lain         

Gambar 1. Jadwal penelitian 
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